KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: RUU Antiterorisme: Pansus Sepakat Hilangkan Pasal Penyekapan

: Senin, 31 Juli 2017
: Seputar Indonesia

14

» RUUANTITERORISME ‘

JAKARTA - Panitia Khusus
(Pansus)revist Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Tindak Pidana Terorisme sepa-

* katmenghapus Pasal 434 Pasal

inisring disebut pasal Guanta-
namo merujuk pada penjara
Guantanamo milk Amerika
Sertkat i Kuba yang dijadikan
sebagaitempat penyekapan dan
penyiksaanterhadaporangyang
didugaterkaitjaringanteroris.

 “Salah satuyang mengeru-

cut dalam pembahasan revisi
UU Terorisme adalah adanya
kesepakatan fraksi-fraksi vm-

 tukmenghapus pasal Guanta-

namo, kata Ketua Pansus RUU
Antiterorisme ~ Muhammad
SyafiidiJekarta, kemarin.

Syafu mengatakan daftar

identfasimselahyeng dist-
ke kst frksimemangeende-
rungmenganggap bahwa asa
Guantanamoitu berbahaya dan

‘ berpotensimelnggarh s

manusia (HAM). Dari sepuluh

fraksi hanya PDIP yangstuju,
itupun dengan berbagai catatan

dan pertimbangan, ‘Bahken
PDIP g menyetujufpasel itu

pUnIENgangaEp penerapannya
akansulitlkukan Adacatatan

dansyat syaatyangisampi-

kan PDIP yangarahnya sebenar-
1ja kesepakatan karena pasal
Guantanamodlanggapberat]lka
diterapkany wjarnya

Polittkus Partai Gerindraini

‘mengatakan, lka ditelash akan

jelas terlihat bahwa Pasal 43A
tldak sesuaidengan kaidah hu-

kumyangadikdalamhalniter

Kait penahanan dan‘penang-
" kapan. Adakaidahhokumyang
diterobos sehingga potensial ..
melanggar HAM, paparmya.

~ Sebelumnya;Hakim Agung

_-Salman Luthanjuga mengata-

kanbatwa pasal Guantanamo
memang tidak sesuai dengan

aidah hokum yang adil ba
kan kembahke eraotorifarian.
* Dalam Pasal 434 meskibelim

jelas statusnya tersangka atau

bukan, tetapsudahbisaditahan

selamamaksimalenambulandi

* tempatyangtidakdiketahui,

Anggota Pansus RUU An-
titerorisme Arsul Sani menge-

takan, pasal Guantanamo me-

mang berbahaya jika lolos

dalam RUU Antiterorisme. Da-
lam pasal itu, wjarnya, diatur
bahwa dalam konteks pence-
gahan, maka diberi kevens-
nganpadapenyidikataupunpe-
muntut untuk menahan sese-
orang yari diduga terkaitke-

' lompok teroris selama enam

bulan, ‘Tnibisa membericeah
melakukan penyalahgunzan
wewenang tanpa pembuktian
terlebihdulu. Apalagitidakielas
fugadisebutan manasajayang
patut dicurigai dan boleh dila-
kukan penahanan sementara
itu, Makanya potensi disalah-
qunakansangatbesar, vjarmya.

@ rahmat sahid
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